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I. UMUM 

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang 
dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 
(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 
dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh 
perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk 
diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat 
terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, 
dan 2) tidak mampu membayar Advokat.  

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan 
sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam 
negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia 
bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. 
Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara 
merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai 
implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta 
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap 
keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality 
before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum 
mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya 
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara 
untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok 
orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di 
hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara  harus 
diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan 
Hukum ini. 

Selama . . . 
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Selama ini,  pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum 
banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga 
mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh 
ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional 
mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam 
Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak 
konstitusional orang atau kelompok orang miskin.  

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini 
antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan 
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima 
Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, 
pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan 
hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, 
benar, baik, dan tertib. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam 
hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan 
perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban 
menjunjung tinggi hukum. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah 
memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh 
informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak 
dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara 
konstitusional. 
 
 
 

Huruf d . . . 
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Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah 
memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui 
penggunaan sumber anggaran yang ada. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan 
pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa 
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 
Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
 
Pasal 6 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat 
untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan 
Undang-Undang mengenai Advokat.   

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

 
Pasal 7  

Ayat (1)  
Huruf a  

Cukup jelas. 
 

Huruf b . . . 
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Huruf b 
Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan 
menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau 
organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan 
Hukum.  

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
 

Pasal 9 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” 
termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan 
tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: 
investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian 
hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

 
 Pasal 10 . . . 
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Pasal 10 
Cukup jelas. 

 
Pasal 11  

Cukup jelas. 
 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
 

Pasal 13 
Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama 
lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat 
lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu 
Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.  

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
 

 
Pasal 18 . . . 
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Pasal 18 
Cukup jelas. 

 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
 
Pasal 21 

Cukup jelas 
 
Pasal 22 

Cukup jelas. 
 
Pasal 23 

Cukup jelas. 
 
Pasal 24 

Cukup jelas. 
 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
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